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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
 KABUPATEN BLITAR
NOMOR :  T  /188 /   05    /409.24.1/SK.PA/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

	

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor    30     Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

	Mengingat
	1. ::
	1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang, Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No 2 tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 114  Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  Kabupaten Blitar.

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

	kesatu
	:
	Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan suatu  Kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

	kedua
	:
	Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2030

	ketiga
	:
	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

	keempat
	:
	Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam  penetapan keputusan ini

	Kelima
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

	




	Ditetapkan di
	:
	Blitar

	pada tanggal
	:
	28 Agustus 2025

	[image: ][image: ]KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,




Dra. SRI WAHYUNI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 1999903 2 007
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	Lampiran Keputusan Kepala Lembaga

	Nomor
	:
	T/188/05/409.24.1/SK.PA/2025

	Tanggal
	:
	28 Agustus 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLITAR

	Nama OPD
	:
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

	Tugas
	:
	1. Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

	Fungsi
	:
	0. Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas .
0. Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan, fasilitasi.dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
0. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
0. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas.
0. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.
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	Lampiran Keputusan Kepala Lembaga

	Nomor
	:
	T/188/05/409.24.1/SK.PA/2025

	Tanggal
	:
	28 Agustus 2025




	No
	SASARAN RPJMD YANG DIACU
	TUJUAN PD
	INDIKATOR TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	DEFINISI OPERASIONAL
	PROGRAM
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	
	Meningkatnya produktifitas sector unggulan daerah
	Meningkatnya koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas dalam mendukung produktifitas potensi lokal 
	1. Persentase
Koperasi yang Berkualitas.

Yang memenuhi 3 kriteria, antara lain
· RAT 2 tahun berturut – turut
· Pemeriksaan Kesehatan koperasi cukup sehat
· Meningkatnya volume usaha

Dengan formulasi AAperhitungan :
(Ʃ koperasi berkualitas tahun (N – 1) + Ʃ koperasi berkualitas tahun N) / Ʃ koperasi aktif  x 100%
	Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas

Dengan formulasi perhitungan :
(Ʃ koperasi berkualitas tahun N - Ʃ koperasi berkualitas tahun (N-1)) / Ʃ koperasi berkualitas tahun (N-1))  x 100%
	Merupakan kondisi kinerja unggul dalam aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota. Koperasi ini dicirikan oleh manajemen profesional, partisipasi anggota yang aktif, penggunaan teknologi informasi (IT), serta memiliki badan hukum aktif. Contoh koperasi berkualitas mencakup Kospin Jasa (simpan pinjam), Kopdit Lantang Tipo (kredit), dan Koperasi Astra (fungsional). 

	1. Pelayanan ijin usaha simpan pinjam
2. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
3. Pendidikan dan latihan perkoperasian
4. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi

	1. Bidang Pengawasan Koperasi
2. Bidang Pemberdayaan Koperasi

	Pendataan Koperasi

	
	
	
	
2. Persentase usaha mikro naik kelas.

Yang memenuhi minimal 3 krieria dari 5 kriteria, antara lain
· Aspek produksi
· Aspek pemasaran (offline/online)
· Aspek kelembagaan
· Aspek keuangan
· Aspek SDM

Dengan formulasi perhitungan :
(Jumlah usaha mikro naik kelas Tahun N / Total jumlah usaha mikro x 100%)

	Meningkatnya jumlah UM naik kelas
	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas

Dengan formulasi perhitungan :
(UM naik kelas tahun N – UM naik kelas tahun (N-1) / UM naik kelas tahun (N-1) x 100
	Merupakan proses peningkatan level usaha mikro/kecil dengan memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria: peningkatan kualitas produk, memiliki minimal 2 legalitas, peningkatan omzet/aset, perluasan pemasaran, dan kualitas SDM. Program ini berfokus pada digitalisasi, legalitas, dan akses pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

	1. Pengembangan UMKM
2. Pemberdayaan UMKM
	1. Bidang Pengembangan UMKM
2. Bidang Pemberdayaan UMKM
	PL-KUMKM

	
	
	
	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Nilai SAKIP
	Merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja, yaitu sejauh mana perangkat daerah mampu menunjukkan keterkaitan yang logis dan terukur antara Perencanaan, Pelaksanaan, dan pencapaian hasil (outcome) dari rogram dan kegiatan yang dilakukannya, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis kinerja
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